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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Bentuk perlindungan hukum represif bagi investor yang mengalami 

kerugian akibat suspensi perusahaan efek oleh Bursa Efek Indonesia 

adalah dengan melakukan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan 

sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Perlindungan Konsumen Sektor Jasa 

Keuangan. Investor dan perusahaan efek akan diberikan fasilitas 

penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. 

Kemudian, investor juga dapat melakukan tuntuan ganti kerugian terhadap 

perusahaan efek di forum pengadilan, sesuai dengan ketentuan dalam 

Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal 

dan ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

1/POJK.07/2013 Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 

Sehingga, meskipun dalam kontrak pembukaan rekening efek terdapat 

klausul pembebasan tanggung jawab perusahaan efek dalam hal terjadi 

kerugian terhadap investor sebagai akibat dari suspensi, investor tetap 

dapat melakukan tuntutan ganti kerugian kepada perusahaan efek yang 

bersangkutan. Hal ini dikarenakan klausul pembebasan tanggung jawab 

tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Otoritas 
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Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Perlindungan Konsumen Sektor 

Jasa Keuangan, yang mengakibatkan kontrak pembukaan rekening efek 

tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1320 BW, khususnya syarat tentang “suatu sebab yang halal”. 

2. Perlindungan hukum preventif sebagai upaya pencegahan terjadinya 

kerugian terhadap investor pada saat perusahaan efek mengalami suspensi 

terdapat dalam Pasal 53 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

1/POJK.07/2013 Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 

Perusahaan efek yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan tersebut, termasuk perusahaan efek yang dalam 

kontrak pembukaan rekening efeknya terdapat salah satu klausul 

pembebasan tanggung jawab perusahaan efek dalam hal investor 

mengalami kerugian sebagai akibat dari suspensi terhadap perusahaan 

efek, dapat dikenakan sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan 

yaitu berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, 

pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin kegiatan usaha.   

B. Saran 

1. Otoritas Jasa Keuangan sebaiknya menambahkan ketentuan khusus 

mengenai suspensi perusahaan efek dalam peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan, sehingga semua pihak baik investor maupun perusahaan efek 

memahami dengan baik hak dan kewajiban, tanggung jawab serta sanksi 

yang tegas dalam hal terjadi kerugian terhadap investor dikarenakan 

suspensi perusahaan efek oleh Bursa Efek Indonesia. 
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2. Perusahaan efek yang telah mencantumkan klausul pembebasan tanggung 

jawab akibat kebijakan Bursa Efek Indonesia melakukan suspensi terhadap 

perusahaan efek yang mengakibatkan kerugian terhadap investor, 

mencabut klausul tersebut dalam kontrak pembukaan rekening efek. 

3. Investor hendaknya lebih teliti dalam membaca dan memahami isi dalam 

kontrak pembukaan rekening efek sebelum menyepakatinya, agar investor 

memahami apa saja yang menjadi hak-haknya dalam kontrak tersebut. 

Investor hendaknya juga segera membuat pengaduan yang ditujukan 

kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai adanya kerugian yang 

disebabkan oleh suspensi perusahaan efek karena pengaduan investor 

merupakan langkah awal bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat 

dilakukannya pemeriksaan kepada perusahaan efek. 
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